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REPUBLIK INDONESIA 
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PERATURAN 

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 

NOMOR 3 TAHUN 2021    

TENTANG 

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN 

MENCURIGAKAN MELALUI APLIKASI GOAML BAGI PROFESI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, 

 

 

Menimbang    :   a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan kewajiban 

pelaporan oleh profesi dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan 

pendanaan terorisme, Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan telah mengembangkan aplikasi 

goAML sebagai sarana untuk penyampaian pelaporan 

yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan 

karakteristik pelaporan profesi; 

b. bahwa dengan adanya aplikasi goAML sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian 

terhadap tata cara penyampaian laporan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi 

Keuangan Mencurigakan bagi Profesi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan 
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Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata 

Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan 

Mencurigakan melalui Aplikasi goAML bagi Profesi; 

 

Mengingat     :  1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010  tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5164); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang 

Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709); 

3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan; 

4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284); 

5. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1471); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI 

KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN 

TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN MELALUI APLIKASI 

GOAML BAGI PROFESI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang 

selanjutnya disingkat PPATK adalah Lembaga independen 

yang dibentuk dalam rangka mencegah dan 

memberantas tindak pidana Pencucian uang. 

2. Profesi adalah Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta 

Tanah, Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencana 

Keuangan yang ditetapkan sebagai pihak pelapor 

berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian 

uang. 

3. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa 

hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang 

memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang 

mengenai Advokat. 

4. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan 

lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

mengenai jabatan notaris atau berdasarkan Undang-

Undang lainnya. 

5. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat 

PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan 

untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan 

hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik 

atas satuan rumah susun. 

6. Akuntan adalah akuntan beregister negara yang 
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memberikan jasa kepada pengguna jasa melalui kantor 

jasa akuntansi. 

7. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh 

izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang mengenai akuntan publik. 

8. Perencana Keuangan adalah setiap orang yang berprofesi 

memberikan jasa perencanaan keuangan untuk 

mencapai tujuan keuangan pribadi seseorang melalui 

manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana. 

9. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa 

Profesi. 

10. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan 

hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya 

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. 

11. Transaksi Keuangan adalah transaksi untuk melakukan 

atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, 

pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, 

sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas 

sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain 

yang berhubungan dengan uang. 

12. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: 

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, 

karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari 

Pengguna Jasa yang bersangkutan;  

b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut 

diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari 

pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib 

dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang;  

c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal 

dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan 

yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau  

d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk 

dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan 

Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil 
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tindak pidana. 

13. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau 

benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang 

tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung 

maupun tidak langsung.  

14. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan 

yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum 

maupun bukan badan hukum. 

15. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang 

dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat 

dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, 

baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik 

apapun selain kertas maupun yang terekam secara 

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 

a. tulisan, suara, atau gambar; 

b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan/atau 

c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang 

memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang 

yang mampu membaca atau memahaminya. 

16. Aplikasi goAML adalah sistem informasi yang secara 

khusus dikembangkan oleh United Nations Office on 

Drugs and Crime untuk lembaga intelijen keuangan 

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

17. Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya 

disingkat LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan 

pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi 

terhadap Profesi. 

18. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, 

kecuali hari kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah 

sebagai hari libur nasional dan/atau cuti bersama. 

19. Petugas Administrator adalah pejabat atau pegawai yang 

ditetapkan Profesi untuk mendaftarkan organisasi 

Profesi, Petugas Administrator, dan Petugas Pelapor. 

20. Petugas Pelapor adalah pejabat atau pegawai yang 

ditetapkan oleh Profesi untuk melaporkan dan 

bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi 
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